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ABSTRAK  

Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam bukan sekedar mencegah 
tindakan kriminal, tetapi bertujuan melakukan reformasi dan rehabilitasi 
diri. Oleh karena itu, pencegahan menjadi tujuan yang pertama, namun 
tujuan akhirnya adalah terciptanya kondisi sosial yang lebih baik. 
Pemberlakuan sanksi hukuman yang terdapat dalam hukum Islam 
sebenarnya memiliki sisi kesamaan dengan tujuan pemidanaan dalam 
hukum pidana di Indonesia. Maqa>s}id as-syari>’ah dalam hukum Islam telah  
memberikan peran penting dalam menetapkan sanksi hukuman. Salah satu 
tindak pidana yang amat merugikan adalah pembunuhan dengan sengaja, 
dalam sistem pemidanaan hukum di Indonesia pelaku pembunuhan dengan 
sengaja diberikan sanksi hukuman berupa pemenjaraan menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum (KUHP). Sementara itu, dalam hukum pidana 
Islam memiliki penetapan sanksi hukuman yang berbeda dengan hukum 
pidana di Indonesia.  

 
Jenis penelitian ini adalah library research, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan difokuskan pada penelaah, pengkajian dan pembahasan 
literatur-literatur. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan 
normatif-yuridis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu 
menggambarkan hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. 
Setelah itu,  dilakukan analisis agar mendapat titik temu secara komparatif 
supaya hasil penelitian ini dapat menyelesaiakan kejahatan pembunuhan 
dengan sengaja.  

 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa tujuan 

pemidanaan dalam hukum Islam bukan hanya mencegah tindakan kriminal, 
akan tetapi sesuai dengan tujuan maqa>s}id as-syari>’ah, yaitu h}ifz an-nafsi 
(perlindungan jiwa-raga). Dalam hukum pidana Islam sanksi hukuman 
pembunuhan sengaja mendapatkan hukuman qis}a>s diya>t  ta’zir. Ta’zir  
adalah bentuk ta’dib yang didasarkan kepada upaya pendidikan pelaku 
pembunuhan sengaja agar menjadi lebih baik. Sementara itu, tujuan 
pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia berdasarkan tiga prinsip-
prinsip dasar pemidanaan, yaitu retributif, relatif, dan gabungan.  

 

Keyword (sanksi hukuman, pelaku pembunuhan dengan sengaja, hukum 
pidana Islam, dan hukum pidana di Indonesia).  
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A.A.A.A. Konsonan TunggalKonsonan TunggalKonsonan TunggalKonsonan Tunggal    
 

 

HurufHurufHurufHurufArabArabArabArab    NamaNamaNamaNama    Huruf LatinHuruf LatinHuruf LatinHuruf Latin    KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan    
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 Hâ’ ḥ ح
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 Ra’ R Er ر
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 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

� Ha’ H Ha 

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 
 

B.B.B.B. Konsonan Rangkap Karena Konsonan Rangkap Karena Konsonan Rangkap Karena Konsonan Rangkap Karena SyaddahSyaddahSyaddahSyaddah    ditulis rangkapditulis rangkapditulis rangkapditulis rangkap    

 Ditulis Muta’addidah ُ(َ'َ&%$دَة

 Ditulis ‘iddah ِ,%*ة

    

C.C.C.C. Ta’ MarbTa’ MarbTa’ MarbTa’ Marbūttttââââhhhh    di akhir katadi akhir katadi akhir katadi akhir kata    

1. Bila ta’ Marbūtâh di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 
sebagainya.    

-.َ0ْ1ِ Ditulis ḥikmah 

-2َ3ْ4ِ Ditulis Jizyah  

 

2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al’ sertta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā آََ:اَ(ُ- ا8َ7ْو56َ7ِْء
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3. Bila ta’ Marbūtâh hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥdan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr زَآ5َةُ ا7ِْ=ْ>ِ:

 

D.D.D.D. Vokal PendekVokal PendekVokal PendekVokal Pendek    

 fatḥaḥ Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I    ـِ

 ḍammah Ditulis U ـُ

    

E.E.E.E. Vokal PanjangVokal PanjangVokal PanjangVokal Panjang    

1 
fatḥaḥ+alif 

 54َهِِ<6*-
Ditulis 
Ditulis 

Ā 
jāhiliyyah 

2 
fatḥaḥ+ya’ mati 

@AَBْCَ 
Ditulis 
Ditulis 

Ā 
Tansā 

3 
Kasrah+ya’ mati 

D2ْ:َِآ 
Ditulis 
Ditulis 

Ῑ 
karīm 

4 
ḍammah+wawu mati 

 Eُُ:وض
Ditulis 
Ditulis 

Ū 
furūḍ 

    

F.F.F.F. Vokal RangkapVokal RangkapVokal RangkapVokal Rangkap    

1 
fatḥaḥ+ya’ mati 

Dْ0ُBَ6ْFَ 
Ditulis 
Ditulis 

Ai  
bainakum  

2 
fatḥaḥ+wawu mati 

 GْHَل
Ditulis 
Ditulis 

Au 
Qaul 

    

G.G.G.G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kataVokal pendek yang berurutan dalam satu kataVokal pendek yang berurutan dalam satu kataVokal pendek yang berurutan dalam satu kata    

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘). 

1 D'ُIَْأَأ Ditulis a’antum 

2 DْCُ:ْ0َKَ LْMِ7َ Ditulis La’in syakartum 
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H.H.H.H. Kata Sandang AlKata Sandang AlKata Sandang AlKata Sandang Alīf+Lf+Lf+Lf+Lāmmmm    

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur’ān أN:ْOُ7َْن

 56َOِ7ْN Ditulis Al-Qiyāsس

 
2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 
huruf l (el)-nya. 

 Ditulis as-Samā اA7َ*َ.5َء

P.ْ*Q7َا Ditulis as-Syams 

 

I.I.I.I. Huruf BesarHuruf BesarHuruf BesarHuruf Besar    

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).  

 

J.J.J.J. Penulisan kataPenulisan kataPenulisan kataPenulisan kata----kata dalam rangkaian kalimatkata dalam rangkaian kalimatkata dalam rangkaian kalimatkata dalam rangkaian kalimat    

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 Ditulis śawȋ al-furūḍ ذَوِى ا7ُْ=ُ:وْض

-*BSA7ا Tِْأَه Ditulis ahl as-Sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 ��� ا
 ا���	� ا����� 

ا���ة وا���م ���  ،ا���� � رب ا�����	� و�� 
���	� ��� أ�ر ا��
	� وا����

��� و��� أ�� و"�!� ا ��	� �
  .أ� ��� ،أ)$ف ا&
!	�ء وا��$#�	� #	�

 

Assalamu’alaikum Wr Wb.  

 Segala puji ke hadirat Ilahi rabbi, yang telah memberikan kesempatan 

hambanya untuk belajar, menimba ilmu-Nya yang teramat luas, yang tak seorang 

pun dapat menguras habis lautan ilmu yang dimilik-Nya. Shalawat beserta salam 

semoga tetap terhaturkan ke junjungan kita bersama, Nabi Muhammad SAW, 

yang mengajarkan kepada kita betapa umat manusia harus berjuang secara 

sungguh-sungguh untuk mencapai ridla-Nya.  

 Bersamaan dengan ridho dan pertolongan yang Allah SWT berikan, 

Skripsi dengan judul Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dengan Sengaja 

Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum pidana di Indonesia dapat 

penyusun selesaikan sesuai dengan harapan.  

 Tugas akhir ini merupakan sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam di jurusan Perbandingan 

Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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 BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Hukuman dalam istilah arab disebut dengan ‘uqubah yaitu bentuk 

balasan bagi seseorang yang melakukan perbuatan melangggar ketentuan-

ketentuan syar’a yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk 

kemaslahatan bagi umat manusia.1 Hukum mengatur kepentingan-

kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat 

dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Pemberlakuan  Hukum 

pidana untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia khususnya bagi orang 

yang sangat dirugikan. Hal ini agar ketentuan-ketentuan hukum memiliki 

peran penting dalam memberikan keadilan.  

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masayarakat adalah 

pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat 

mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Apabila tindakan tersebut dilakukan 

dapat  memberikan kerugian terhadap pihak yang menjadi korban akibat 

perbuatan pelaku. 

 Kesengajaaan menjadi unsur utama dan menjadi sebuah ukuran 

pembunuhan, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana yang 

terdapat di Indonesia. Kesengajaan juga menjadi ukuran pengenaan jenis 

hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku pembunuhan yang akan 
                                                             

1 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan 
Masa Depan, cet.II (Jakarta: PT Ghalia Indonesia,1985), hlm. 11.  
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dikenakan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau 

tidak sengaja keduanya adalah termasuk perbuatan yang dilarang.  

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaiamana Abdul Qadir Audah 

sebagaiamana yang dikutip oleh Misbah pembunuhan dengan sengaja ialah 

pembunuhan yang disertai dengan perbuatan yang dapat menghilangkan 

jiwa disertai dengan niat membunuh korban.2 

Menurut Imam As-Syafi’i sebagaiamana yang dikutip oleh Ali 

Sodiqin unsur kesengajaan tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. 

Jika pembunuhan menggunakan alat atau senjata untuk membunuh, maka 

termasuk pembunuhan dengan sengaja. Hukuman untuk tindakan ini adalah 

di-qis}a>s. Qis}a>s merupakan hukum asal dalam pembunuhan sengaja, 

sedangkan diya>t merupakan alternatif yang diterapkan apabila keluarga 

korban memaafkan pembunuh.3 

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam bagi pelaku 

pembunuhan, bukan sekedar mencegah tindakan kriminal, tetapi bertujuan 

untuk melakukan reformasi dan rehabilitasi diri, pencegahan menjadi tujuan 

yang pertama, namun tujuan akhirnya adalah terciptnya kondisi sosial yang 

lebih baik.4 

Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah hukum pidana dalam arti 

obyektif disebut ius poenale. Secara singkat ius poenale dirumuskan 

sejumlah peraturan yang mengandung laranagan atau perintah atau 

                                                             
2 Asep Saepudin dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan 

Indonesia, Fikih dan Hukum Internasioanal, Cet.I (Jakarta: PT Kencana, 2013, hlm, 149.  
3 Ali Sodiqin, Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam, cet.I (Yogyakarta: 

PT Tiara Wacana, 2010), hlm. 134-135 . 
4 Ibid., hlm. 155.  
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keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana bagi meraka 

yang melakukan tindak pidana. Ius poenele dibagi atas hukum pidana 

materil dan formil.5  

Hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian 

tentang strafbare feiten (delik; perbuatan pidana; tindak pidana), peratauran 

tentang syarat-syarat strafbare feiten (hal dapat dipidananya seseorang), 

penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan pidanannya. Hukum 

pidana formil menurut Simons mengatur tentang cara negara dan perantara 

para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana, dan demikian 

mengandung hukum acara pidana.6 

Perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang sangat 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 di BAB XA tentang hak 

asasi manusia Pasal 28A yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup 

serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.7 Di dalam tindak 

pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa 

seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. 

Dasar penetapan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam 

hukum pidana Islam mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 178, 179 dan An-

Nisa ayat 92. Pada surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi: 


	�� ا���ا آ�� �
��� ا����ص 	 ا���
	 ��أ���ا��� ���� ا���� �� ��� �  وا� �

��$#"	 وا$#"		

	 واد3ء ا��+ �01/�ن  &� �-	 �+ �� أ,�+ *�( �)��ع ���& �وف ��  

                                                             
5 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cet.II (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), hlm. 

1-2. 
6 Ibid., hlm. 3.  
7 Lihat Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 36.  
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+ ��اب ا���.  �
	 ذا�9 )8-�7 �� ر���  ور0&5� ذا�9  �8&� ا���ى   

Dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 179, Allah berfirman di 

dalam kitab-Nya :  

9.و��� 	 ا����ص ��0ة ��أو�	 ا$���ب � 
�� )���ن  

Diterangkan dalam surat An-Nisa> ayat 92 sebagai memperkuat dasar 

landasan  penetapan hukuman Allah berfirman :  

�?@, Aإ ���C� D��� ان ��C&� 5    ج و��آ�ن�ر� ����� �?@,���C� D�� و��

���ا�5��C ود�5 �/
&5 ا�	 اه
+ إA ان �� 	
�   ��C� و ��� وه��1ن آ�ن �� ��م �

5��C� 5�ر� ����� 	
�    +

&5 ا�	 اه/� 5��وان آ�ن �� ��م ����� و����� ��"�ق 

���م *���� ����� �� ج و)���� ر��5 �I� �� �& 	
J   K5  �� ا��(	

�&� و  �� Kآ�ن ا

�&��0.10  

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di Bab XIX 

tentang kejahatan terhadap nyawa sanksi hukuman terhadap pembunuhan 

dengan sengaja secara umum diberikan sanksi hukuman pemenjaraan atau 

pidana mati. 

Sanksi hukuman terhadap nyawa mengacu dalam Pasal 338, 

menyatakan bahwa :  

“ Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, karena 
pembuuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.11  

 

                                                             
8  Al-Baqarah (2): 178.  
9 Al-Baqarah (2): 179. 
10 An-Nisa> (3) : 92 . 
11 Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.  
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Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, 

yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-

unsurnya. Pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah lima belas 

tahun tidak mentup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana 

kurang dari lima belas tahun. 

Di dalam Pasal lain ada juga yang menjelaskan tentang kejahatan 

terhadap nyawa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 339 menyatakan bahwa :  

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu 
perbuatan yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaanya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta 
lainnya dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan 
barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan 
hukuman seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun 
penjara”.12 

 
Apabila pembunuhan yang akan dilakukan dengan sengaja disertai 

dengan perencanaan maka ancaman sanksi hukuman yang akan diberikan  

oleh pelaku tindak pidana pembunuhan lebih berat  daripada sanksi 

hukuman yang diberikan dalam pasal 338 dan 339, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam  Pasal 340 menyatakan bahwa :  

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, 
diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama dua puluh tahun”.13 

 
Proses penyelesain pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia 

tidak memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif 

                                                             
12 P asal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.  
13 Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.  
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dalam menyelesaikan masalah mereka. Dalam masalah perkara pidana 

negara yang memiliki wewenang untuk menanganinya. Aparat negara, 

dalam hal ini polisi, jaksa, hakim berkewajiban menyelesaiakn perkara atas 

nama negara. Partisipasi aktif masyarakat tidak menjadi penting lagi, 

semuanya hanya bermuara pada putusan yang berupa penjara.14 

Berdasarkan permasalahan di atas sanksi hukuman bagi pelaku 

pembunuhan dengan sengaja  dapat disimpulkan antara hukum pidana Islam 

dan hukum pidana di Indonesia ada benturan paradigma yang urgen. Hukum 

pidana Islam dalam mentepakan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan 

dengan sengaja mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 178, 179 dan An-Nisa> 

92, sedangkan hukum pidana di Indonesia menetapkan sanksi hukuman bagi 

pelaku pembunuhan dengan sengaja terdapat dalam tiga pasal tentang 

kejahatan terhadap nyawa, yaitu Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340.  

Pemberlakuam hukuman dalam kasus pembunuhan dengan sengaja 

siapakah yang memiliki kata putus yang berkenaan dengan hukuman yang 

akan dijatuhkan, qisa>s atau diya>t (tebusan).  Apakah mungkin  memberikan 

kuasa kepada badan-badan resmi yang ada keputusan tuntutan dalam 

peradilan membuat keputusan akhir tentang tindak pidana pembunuhan 

dengan sengaja.  

Permasalahan inti perkara bahwa dapat dilihat sebagai pelanggaran 

terhadap korban atau sanak keluarganya yang amat dirugikan, mungkinkah 

ada ruang bagi kebijaksanaan hakim dalam menentukan kondisi-kondisi 
                                                             

14 Ali Sodiqin, “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif 
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”, “AS-Syir’ah”, Vol. 49. No. 1 ( Juni 2015), 
hlm. 65.  
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untuk menjatuhkan pidana bagi individu, tetapi logika syari’ah sebagai 

hukum agama akan mencegah eliminasi pikiran individu karena syari’ah 

dijamin oleh Al-Qur’an.  

Penelitian ini mencoba meretas perbedaan yang ada dengan 

menggunakan berbagai perspektif untuk menarik suatu benang merah. 

Perspektif yang penyusun angkat adalah perspektif hukum pidana Islam dan 

hukum pidana di Indonesia. Hal ini dianggap penting agar mendapakan titik 

temu, mengenai sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.  

Melihat perbedaaan sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku 

pembunuhan dengan sengaja oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana di 

Indonesia, maka persoalan yang kursial untuk di angkat adalah lebih fokus 

kepada sanksi hukuman, dengan mengkaji dua perspektif yang berbeda 

supaya memberikan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan 

dengan sengaja.  
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B. Pokok Masalah. 

Problematika pembunuhan dengan sengaja  merupakan suatu 

perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak hidup orang lain, dalam 

merekontruksi pembunuhan sengaja maka permasalahan pokok yang akan 

dijawab dan menjadi sasaran studi dalam penelitian ini adalah:   

1. Apa hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja menurut hukum 

pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia ? 

2. Bagaimana model penetapan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan 

menurut hukum pidana  Islam dan hukum pidana di Indonesia ? 

3. Bagaimana efektivitas pemberian sanksi hukuman bagi pembunuhan 

dengan sengaja dalam  penegakan hukum di Indonesia?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

a. Untuk menjelaskan pengaturan sanksi hukuman bagi  pembunuhan 

dengan sengaja dalam sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana 

di Indonesia.  

b. Untuk menjelaskan langkah-langkah hukum pidana Islam dalam 

memperbaharui regulasi sanksi hukuman bagi pembunuhan dengan 

sengaja pada hukum pidana di Indonesia. 

c. Untuk menjelaskan efektivitas dalam memberikan sanksi hukuman  

bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.  
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2. Kegunaan  

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembanagan pemikiran 

dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum positif terutama dalam 

delik pembunuhan dengan sengaja.  

b. Penelitian diharapkan juga mampu menjadi kontribusi pemikiran bagi 

para peminat dan pengkaji hukum, khususnya hukum pidana Islam 

dan hukum di Indonesia.  

c. Peneilitian diharapkan mempu memberikan sumbangsih pemikiran 

terutama pembaharuan  Rancangan Undang-undang hukum pidana di 

Indonesia. 

 

D. Telaah Pusaka 

Dalam masalah sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan 

sengaja, ada beberapa literatur-literatutr yang telah membahasnya dalam 

berbentuk karya ilmiah, seperti yang di bawah ini:  

Skripsi yang disusun oleh Syarif Hidayat Lulusan Tahun 2008 Jurusan 

Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjudul, “Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh 

Perspektif Hukum Imam Syafi’i”.15 Skripsi ini membahas status hukum 

pembunuh yang dibunuh, dalil Istinbath hukum yang dipergunakan. 

Pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan 

Normatif. Adapun teorinnya Syaddu Al Zariyah. Pertanggungjawaban 

                                                             
15 Syarif Hidayat, “Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Hukum Imam 

Syafi’i”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.  
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pidana bagi pelaku pembunuh dari pembunuh pertama adalah dikembalikan 

kepada ahli waris korban menentukan qis}a>s atau diya>t (tebusan). Status 

hukum pembunuh yang dibunuh dikenakan hukum qis}a>s dan diya>t sebagai 

hukuman pengganti (Al-‘uqubah al-badaliyah). Dalil yang dipergunakan 

adalah al-Quran surat al-Isra ayat 33. Secara general didasarkan pada Al-

Quran, al-Hadist, Ijma, dan al-Qiyas, tetapi dalam status pembunuh yang 

dibunuh Imam Syafi’i lebih banyak mempergunakan kaidah Ushul Fiqh 

yaitu menolak kerusakan didahulukan daripada menjalankan kebaikan. 

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Adib Maskuri Lulusan Tahun 

2001 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Delik Pembunuhan Sengaja 

Menurut Hukum Islam dan KUHP”.16 Skripsi ini membahas kriteria dan 

sanksi hukuman pidana delik pembunuhan sengaja menurut pidana Islam 

dan hukum pidana postif (KUHP), alasan penetapan kriteria dan sanksi 

hukuman pidana delik pembunuhan sengaja menurut kedua sistem hukum 

tersebut. Pendekatan dalam skrispi ini menggunakan pendekatan normatif-

yuridis. Adapun teorinya menggunakan Maqa>s}id Asy-syari’ah. Melihat ada 

pada tidaknya niat melakukan pembunuhan dapat dikatagorikan 

pembunuhan ada kalanya  sengaja (dolus) dan benar-benar kesalahan 

(culpa). Tindak kejahatan terhadap jiwa mengacu pada Pasal 338, 

sedangkan hukum pidana Islam perbuatan yang ditunjukan terhadap orang 

lain tanpa adanya hak dan dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab. 

                                                             
16 Adib Maskuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam dan KUHP”, 

Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 2001.  
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Menetapakan hukuman 20 tahun penjara sudah memenuhi syarat yang dapat 

menjadi tujuan pemidanaan sedangkan dalam hukum pidana Islam, keluarga 

memiliki wewenang dalam menentukan keputusan hukuman.  

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Hamro Maulidiyah Lulusan 

Tahun 2015 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Hapusnya Hukuman 

Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia”.17 Skripsi 

ini membahas alasan ketentuan hapusnya hukuman pembunuhan  menurut 

Fiqh Jina>yah dan hukum pidana Indonesia, perbedaan dan titik temu antara 

Fiqh Jina>yah dengan hukum pidana Indonesia dalam hal hapusnya hukuman 

pembunuhan tersebut. Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan 

pendekatan Normatif, Undang-Undang (statute approach) dan Komparatif 

(comparative apparoach). Adapun teorinya menggunakan Maslahah al-

mursalah. Hapusnya hukuman pembunuhan  menurut Fiqh Jinayah 

hilangnya tempat untuk di-qisa>s, pemaafan, perdamaian, diwariskan hak 

qisas. Menurut Fiqh Jina>yah yang menentukan hapusnya hukuman adalah 

pihak keluarga sedangkan hukum pidana Indonesia yang menentukan yakni 

Undang-Undang. Dampak perbedaan alasan hukuman, hapusanya hukuman 

pembunuhan menurut Fiqh Jina>yah dapat dihapus atau penghapusan 

hukuman pembunuhan, sedangkan menurut hukum pidana Indonesia alasan 

hapusnya hukuman Indonesia dapat dikurangi yang tercantum dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).     
                                                             

17 Hamro Maulidiyah, “Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah dan 
Hukum Pidana Indonesia”, Skrpsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 
2015. 
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Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Angga Nindia Saputra Lulusan 

Tahun  2009 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul,”Tinjuan Hukum Islam terhadap 

Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis 

Terhadap Pasl 351 Ayat (3) KUHP”).18  Skripsi ini membahas tinjuan 

hukum Islam tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian pada pasal (3) KUHP, bentuk sanksi terhadap 

pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut 

hukum Islam. Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan 

Normatif. Adapun teorinya Maqa>s}id As-Syari’ah . Dalam perspektif hukum 

pidana Islam, tindak pidana pembunuhan mengakibatkan kematian pada 

pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk pembunuhan semi sengaja (syibhu al-

’amdi). Sanksi pokok untuk pembunuhan semi sengaja (qatl syibhu al’amd) 

yaitu berupa diat, sanksi diya>t bukan hanya dibebankan pada pelaku namun 

juga keluarga pelaku juga harus menanggung pembayaran diya>t (tebusan).  

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Miftahul Jannah Lulusan Tahun 

2015 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Perlindungan Korban dalam 

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”.19 Skripsi ini membahas bentuk 

perlindungan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan 

yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis. 

                                                             
18

 Angga Nindia Saputra, “Tinjuan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan 
Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasl 351 Ayat (3) KUHP”), Skripsi Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009.  

19 Miftahul Jannah, “Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana di 
Indonesia”, Skrispi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.  
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Adapun teorinya menggunakan Viktimologi. Perlindungan korban dalam 

pembaharuan hukum pidana, korban adalah pihak yang paling dirugikan 

baik secara materil maupun immateril seharusnya tujuan dari sistem 

peradilan pidana yaitu korban, korban seharusnya yang mendapatkan 

perlindungan.  

Jika berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan, bahwa 

belum ada skripsi yang membahas “Sanksi Hukuman Bagi Pelaku 

Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan 

Hukum Pidana di Indonesia”, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang sudah ada. Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada sanksi hukuman 

bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, jika dikaji menurut hukum pidana 

Islam dan hukum pidana di Indonesia. Jadi skripsi ini jauh dari unsur plagiat 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

 

E. Kerangka Teoretik.  

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan berikut. Pertama, 

menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai 

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang 

melanggar larangan. Kedua, menentukan hal-hal yang dianggap pelanggaran 

atau larangan dan waktu penentuan pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan. Ketiga, menentukan cara pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan 
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tersebut.20 Dalam hukum Islam istilah tindak pidana dikenal dengan jina>yah 

yang bearti kejahatan, pidana atau kriminal. Jina>yah adalah perbuatan yang 

diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau 

kerusakan agama, jiwa, dan harta benda.21 

Hukuman diancamkan kepada seseorang yang pembuat jari>mah agar 

orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran 

kepada orang lain agar tidak berbuat jari>mah. Hukum pidana di Indonesia 

dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa 

perbuatan tersebut itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan kerugian yang 

diderita oleh masyarakat. Dalam hukum pidana Islam dasar pertimbangan 

penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak 

akhlak, jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, 

akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.  

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam bukan sekedar 

mencegah kriminal tetapi bertujuan melakuan reformasi dan rehabilitasi diri. 

Hukuaman dalam syari’at mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) 

dan represif (pendidikan), yang akan menghasilkan aspek kemaslahatan.22 

Tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan tidak bisa 

dianggap remeh adalah tindak pidana pembunuhan. Perbuatan merampas 

nyawa orang lain dengan sengaja harus diberikan sanksi hukuman yang 

                                                             
20 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,  cet.I (Bandung: PT Pustaka Setia, 

2011), hlm. 173. 
21 Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Cet.I 

(Bandung: PT  Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.  
22 Makhruz Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), Cet.II (Yogyakarta: PT 

Pesantren Newsea Press, 2010), hlm. 102.  
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akan membuat pelaku merasa jera dan tidak akan mengulang perbuatannya 

kembali. Pemberian sanksi bukan hanya memberikan efek jera terhadapnya, 

melainkan dapat membereiak pembelajaran kepada masyarakat begitu 

pentingnya nyawa dalam kehidupan ini.  

Dalam Hukum Islam sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan 

dengan sengaja di-qis}a>s. Secara literal makna qis}a>s ialah melakukan 

perbuatan sebagaimana yang diterima sebelumnya. Ketika makna ini 

dikhususkan dalam masalah pembunuhan, maka qis}a>s merupakan perbuatan 

melakukan pembalasan atas perbuatan yang diterima, bila dibunuh maka 

balasannya adalah dibunuh. Dengan demikian qis}a>s adalah memberikan 

hukuman setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.23  

Secara etimologis qis}a>s berasal dari kata Mّ�- Mّ��- ����  yang 

berarti + ��( mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Adapun qis}a>s secara 

termonologi yaitu sebuah tindakan sanksi hukum kepada pelaku persis 

seperti tindakan yang ia lakukan terhadap korban.24 Sementara diya>t (denda) 

dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak, dari pihak 

pembunuh membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia 

akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan bertaubat ke 

jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan, 

sedangkan bagi keluarga terbunuh yang menerima diya>t (denda) dengan 

                                                             
23 Ali Sodiqin, Hukum Qisas dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam,  hlm. 163. 
24 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, cet.I (Jakarta: PT Amzah, 2013), hlm. 4.   
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cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan 

hidupnya.25  

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu 

keadaan dalam bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun 

dalam lingkungan yang besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, 

suatu ketertiban dan suatu kepastian hukum. Di dalam satu hal hukum 

pidana itu menunjukan adanya perbedaann dari hukum-hukum yang lain 

pada umumnya, yaitu memberikan suatu akibat hukum berupa suatu 

bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk 

suatu hukuman yang mereka telah melakuan pelanggaran terhadap 

keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.26 

Dukungan dalam bentuk penyertaan ancaman hukuman atau sanksi 

yang menyertai kehadiran peraturan yang dikenakan pada perbuatan tindak 

pidana dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan 

tersebut dan orang lain tidak meniru perbuatannya. 

 Pelaku kejahatan akan bercermin kepada pelaku kejahatan yang sama. 

Akhirnya, pelaku kejahatan memandang hukum hanya alat untuk melakukan 

kejahatan yang sama karena hukum yang tidak berpihak pada keadilan dan 

kemanusiaan.  

Hukuman dianggap menjadi hukuman terbaik mencerminkan 

keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatan yang 

                                                             
25 Makhrus Munajat,  Dekontruksi Hukum Pidana Islam , cet.I (Yogyakarta: PT Logung 

Pustaka, 2004), hlm. 130-131.  
26 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, cet.V (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2013), hlm. 16. 
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dilakukan terhadap orang lain. Hukuman ini memberikan efek jera terhadap 

pelaku dan berfikir dua kali utuk melakukan hal yang serupa mengingat 

akibat dari perbuatannya yang akan diberikan hukuman yang sama 

kepadanya.  

Tujuan pemidanaan bila dikaji dari prinsip-prinsip dasar terbagi dalam 

tiga teori tentang tujuan pemidanaan: 

1. Teori Retributife  

Teori ini melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan 

atau kejahatan yang dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai 

perbuatan yang immoral di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku 

kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan hukuman, sehingga 

pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.27 

Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi 

karena kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi 

kerugian yang sudah diakibatkan demi alasan itu, pemidanaan 

dibenarkan secara moral. Menurut Karl O.Christansen sebagaimana 

yang dikutip oleh sholehuddin teori retributif memiliki lima ciri, 

yakni:28 

a. The purpose of punishment is just retribution (Tujuan pidana 

hanyalah sebagai pembalasan).  

                                                             
27 Masrudi Muchtar, Debt Collector Dalam Optik kebijakan Hukum Pidana, Cet.I 

(Yogyakarta : PT Aswaja Presindo, 2013), hlm. 56-57.  
28 M.Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan 

Implementasinya, Cet.II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 34-35. 
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b. Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any 

other aim, as for instance social welfare which from this point view 

is without any significance whatsoever (Pembalasan adalah tujuan 

utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan 

lain seperti kesejahteraan masyarakat). 

c. Moral guilt is the only qualification for punisment (Kesalahan moral 

sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan). 

d. The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender 

(Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku). 

e. Punisment point into the past, it is pure reproch, and it purpose is 

not improve, correct, educate or resocialize the offender (Pidana 

melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan 

tidak untuk memperbaiki, mendidik, mendidik, meresosialisasi 

pelaku). 

2. Teori Relatif  

Teori ini memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan lain 

yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan 

masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun 

prevensi khusus. Prevensi Umum diharapkan memberikan peringatan 

kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan sedangkan 

prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, 
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memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak 

mengulang perbuatannya kembali.29  

Ada tiga bentuk tujuan suatu pemidanaan yang dapat 

menghasilkan konsekuensi-konsukensi yang bermanfaat secara 

preventif, yaitu: 30 

a. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan deterrence 

(penangkalan). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si 

terpidana, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama, sedangkan 

tujuan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh 

untuk mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak melakukan 

perbuatan yang dapat dipidanakan seperti kelakukan si pidana yang 

merugikan orang lain akan kejahatannya. 

b. Pemidanaan sebagai rehabilitasi, tujuan pemidanaan sebagai jalan 

mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan 

atau tindakan kejahatan dianggap suatu penyakit sosial yang 

disintegratif dalam masyarakat. 

c. Pemidanaan sebagai wahana pendidika moral, tujuan ini merupakan 

bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. 

Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan yang salah, 

tak dapat diterima oleh masyarakat. Dalam proses pemidanaan, si 

                                                             
29 Masrudi Muchtar, Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana, Cet.I, hlm. 

59. 
30 M.Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan 

Implementasinya, hlm. 44-45.  
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pidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang telah 

ia perbuat. 

3. Teori Gabungan  

Teori ini berusaha mencari jalan dan menemukan benang merah 

antara teori retributife dengan relatif. Teori ini mencoba menyatukan 

tujuan pemidanaan sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan. 

Teori ini masih mengakui peranan menempatkan tujuan pidana secara 

proporsional.31  

Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan 

mempertaruhkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 

pribadi si pelaku. Dengan menelaah teori retributife, relatif dan 

gabungan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:32 

a. Menjerakan si pelaku. 

b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si pelaku. 

c. Memperbaiki si pelaku.  

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori Maqa>s}id As-

syari’ah dalam menganalisis sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan 

sengaja agar memberikan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku 

pembunuhan dengan sengaja, supaya pelaku dan wali korban yang sangat 

dirugikan menjalin hubungan dengan baik setelah adanya cobaan yang 

diterima wali korban akibat perbuatan pelaku.  

                                                             
31 Masrudi Muchtar,  Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana, hlm. 60. 
32 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cet.I (Bandung: PT Pustaka Setia, 

2011), hlm. 193.  
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Secara lughawi (bahasa), maqa>s}hid as-syari’ah terdiri dari dua kata, 

yakni maqa>s}hid dan syari’ah. Maqa>shid adalah bentuk jama’ secara bahasa 

berarti   ا�&�ء 	ر ا���( OPا�&�ا artinya jalan menuju sumber air. Jalan 

sumber menuju sumber air ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber 

pokok kehidupan.33 Sementara syari’ah adalah bentuk masdar dari kata 

syar’un ع�*  yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada 

di dalamnya, atau sesuatu yang harus diikuti.34 

Kegunaan maqa>s}id syari’ah adalah untuk menjamin, memberikan 

perlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia secara umum aspek 

yang dilindungi terbagi menjadi tiga tingkatan, yang pertama daruriat 

(keniscayaan), yang kedua h}ajiat (kebutuhan), dan yang ketiga  tah}siniyat 

(kelengkapan). D}aruriat terbagi menjadi lima yaitu: h}ifz} ad-din 

(perlindungan agama), h}ifz} an-nafsi (perlindungan jiwa-raga), h}ifz} al-akklu 

(perlindungan akal) dan h}ifz} al-ma>li (perlindungan harta), h}ifz} an-nasl 

(perlindungan keturunan). D}aruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi 

kehidupan manusia sendiri, karena d}aruriat adalah sasaran dibalik hukum 

ilahi.35  

Maqa>s}id pada tingkatan yang kedua adalah h}ajiat (kebutuhan) dapat 

dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan 

beban yang amat berat sehingga hukum dapat diringankan dengan baik, dan 

                                                             
33 Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, Cet.I (Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada), hlm.61.  
34 Ali Sodqin, Fiqih Ushul Fiqih : Sejarah, Metodelogi dan Implementasi di Indonesia, 

Cet.I (Yogyakarta : PT Beranda Publishing, 2012), hlm. 3.   
35 Jasser Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid  Syari’ah, alih bahasa 

Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Cet.I ( Bandung : PT Mizan Pustaka), hlm. 34.  
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yang ketiga tingkatan t}ahsiniyat secara bahasa berarti hal-hal yang 

penyempurna.36  

Pemberian hukuman dalam hukum pidana Islam bukan semata-mata 

untuk balas dendam, melainkan mencegah terjadinya pengulangan 

pelanggaran hukum, baik dari pelakunya maupun masyarakat umum. 

Penetapan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah konsekuensi, 

manfaat, reformasi dan pencegahan. Jika hal tersebut dilakukan maka tujuan 

hukum dapat terlaksana dengan baik. Adapun pemberian hukuman dalam 

hukum pidana di Indonesia memberikan balasan kepada pelaku, karena 

telah  berbuat pelanggaran hukum. Sehingga diadakannya hukuman agar 

pelaku tidak berbuat kembali perbuatan yang telah dilakukanya dan 

pembelajaran masyarakat supaya tidak meniru perbuatan pelaku.  

Pelaksanaan dan aturan dua hukum tersebut adalah berbeda namun 

aturan yang ditetapkan disini untuk melindungi masyarakat, dengan kata 

lain pemberian sanksi hukuman adalah untuk memberikan efek jera 

terhadap pelaku supaya tidak mengulang kembali perbuatannya dan 

memberi pelajaran kepada masyarakat secara umum.  

Setelah menelaah dan menganalisis kedua sistem hukum pidana Islam dan 

hukum pidana di Indonesia ada sisi perbedaan yang bisa dijadikan sasaran 

yaitu dalam hal penegakan hukum. Di dalam penelitian ini penyusun hanya 

membatasi pada sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, 

yang kemudian akan diperbandingkan dan diketahui sebab kedua sistem 

                                                             
36 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, cet.I (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada), hlm. 106.  
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hukum tersebut memiliki rumusan sanksi hukuman yang berbeda. Dengan 

adanya perbedaan dari kedua sistem tersebut penyusun akan mengkaji, 

membedakan serta menganalisis agar memunculkan efektivitas sanksi 

hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.  

Sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan sengan sengaja harus 

dikembalikan kepada terwujudnya kemaslahatan atau kemanfaatan dan 

menghindari segala hal yang merugikan. Apabila ada produk hukum yang 

telah berlaku dan kurang maslahatnya maka perlu diperbaharui ataupun 

ditinjau kembali supaya mendapatkan manfaat baik dari pelaku maupun 

wali korban.   

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, 

artinya data-data yang akan dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik 

berupa buku, ensiklopendi, jurnal, kitab perundang-undangan dan lain-

lainya yang masih ada keterkaitan dengan permaslahan yang dikaji. 

2. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-analistik-komparatif. Deskriptif adalah memberikan penjelasan 

terhadap suatu gejala dan fakta, sedangkan analisis merupakan upaya 

untuk mencari dan menata data penelitian secara sistematis, kemudian 
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melakukan pengkajian yang lebih dalam guna mencari makna.37 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemudian 

mengkomparasikan bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan 

dengan sengaja, bila dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam dan 

hukum pidana di Indonesia. Dengan metode ini penyusun diharapkan 

memberikan kontribusi baru menganai pokok masalah dan setelah 

menganalisa pokok masalah, akan sampai membuat sebuah kesimpulan 

dari hasil penelitian ini. 

3. Pendekatan penelitian   

a. Pendekatan Normatif-Yuridis  

     Pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang bertujuan 

mendekati masalah dengan dalil-dalil Al-Quran, al-Hadist dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum yang 

berlaku dalam hukum Islam maupun hukum di Indonesia serta asas 

asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum di 

Indonesia. 

b. Pendekatan  Komparatif (Comparative Approach)  

      Pendekatan Komparatif yaitu pendekatan yang bertujuan 

untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang 

mempunyai sasaran tertentu, untuk dianalisis atau diterapkan pada 

situasi yang kongkrit.38 

                                                             
37 Jujun Suria Sumantri, Pedoman Tulisan Ilmiah, (Jakarta: Ikip Negri, 1987), hlm. 35.  
 
38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2005), hlm. 95.  
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4. Sumber Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah literer, 

yaitu obyek penelitian ini ditelusuri melalui studi kepustakaan. 

Selanjutnya penyusun mengklasifikasikan bahan kepustakaan 

tersebut ke dalam dua golongan sumber data. Sumber data primer 

yaitu : AL-Qur’an, Hadist, Fiqh, peraturan perundang-undangan, 

yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada sumber 

data sekunder adalah buku-buku serta karya-karya lainnya yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder ini 

memberikan kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian.  

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping 

kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif adalah proses 

pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu 

fenomenena yang mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu 

peristiwa.39 

Dalam analisis data penyusun juga menggunakan analisis 

komparatif yang merupakan metode dan penelitian hukum. Analisis ini 

bermanfaat agar dapat memberikan efektivitas sanksi hukuman bagi 

pelaku pembunuhan dengan sengaja, dan bisa memberikan sumbangsih 

                                                             
39 Saefudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 40.  
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pemikiran guna membuat rancangan undang-undang khususnya 

kejahatan terhadap nyawa.  

 

G. Sistmatika Pembahasan  

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok 

bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada setiap bab 

terdiri beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam skrispi adalah 

sebagai berikut:  

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, 

pokok masalah yang akan memberi poin penjelasan yang akan menjadi 

obyek penelitian, tujuan dan keguanaan penelitian. Tujuan dan kegunaan 

telaah pustaka menjelaskan tentang buku-buku atau hasil penelitian yang 

bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka 

teoritik sebagai dasar pembentukan penelitian. Metode penelitian untuk 

memudahkan peniliti mendapatkan data dan sistematika dibentuk agar 

memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.  

Bab Kedua, berisi tentang tindak pidana pembunuhan menurut hukum 

pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia, yang terdiri dari empat sub 

bab: Sub pertama, pengertian tindak pidana pembunuhan, Sub kedua jenis-

jenis pembunuhan, Sub ketiga macam-macam hukuman Sub keempat 

prosedur penetapan hukuman. Dengan pembahasan bab dua ini maka 

diperoleh suatu data yang akan digunakan dalam pembahasan bab empat, 
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yang membahas analisis komparatif sanksi hukuman bagi pelaku 

pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam dan 

hukum pidana di Indonesia.  

Bab ketiga, merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya lebih 

mengkrucutkan pembahasanya mengenai sanksi pembunuhan dengan 

sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. 

Penyusun mengarahkan pada kajian yang berisi tentang sanksi pembunuhan 

dengan sengaja yang terdiri dari empat sub bab, yang pertama sanksi 

hukuman pembunuhan dengan sengaja, yang kedua dasar penetapannya, 

yang ketiga kriteria pembunuhan sengaja keempat alasan hapusnya 

hukuman. Tujuan dari pembahasan ini agar diberikan kemudahan dalam 

menganalisis di bab empat serta mendapatkan hasil yang maksimal dalam 

mengolah data yang telah didapatkan.  

Bab empat, bab in membahas tentang analisis komparatif sanksi 

hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif hukum 

pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Bab ini merupakan inti dari 

pembahasan yang merupakan analisis masalah untuk menjelajahi sanksi 

hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Pada bab ini, penyusun 

akan menganalisis menggunakan hukum pidana Islam dan hukum pidana di 

Indonesia.  

Selanjutnya penyusun menganalisis kriteria sanksi hukuman bagi 

pelaku pembunuhan dengan sengaja yang terdiri dari persamaan, perbedaan 

dan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. 
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Pengumpulan dan pengolahan data-data yang sudah didapatkan di bab 

sebelumnya akan memberikan dampak postif dan dapat menguatkan alasan 

penerapan hukuman bagi sanksi hukuman pelaku pembunuhan sengaja   

sehingga penganalisaan yang telah dilkukan bisa dijadikan acuan untuk 

sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan denga sengaja.  

Bab V Penutup, dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian 

dan jawaban dan analisis mengenai sanksi hukumuan bagi pelaku 

pembunuhan dengan sengaja yang telah dilakukan bab sebelumnya yang 

dirangkum dalam kesimpulan. Selanjutnya saran dan penutup sebagai akhir 

dari pembahasan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penyusun mengenai sanksi hukuman bagi 

pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam 

dan hukum pidana di Indonesia, penyusun berkesimpulan sebagai berikut:  

1. Sanksi hukuman pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana 

Islam diancam dengan hukuman qis}a>s atau diya>t. Qis}a>s atau diya>t tidak 

bersifat mutlak, apabila pihak ahli waris memaafkan pelakunya. 

Pengertian pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak secara murni 

bebas dari sanksi hukuman, akan tetapi sanksi hukuman tersebut 

diserahkan kepada penguasa dan diberikan hukuman ta’zir.  

Adapun ancaman hukuman pembunuhan dengan sengaja yang terdapat 

dalam hukum pidana di Indonesia diancam dengan hukuman lima belas 

tahun, seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun dan hukuman 

mati. Melihat sisi perbedaan hukuman tersebut terletak pada pelaksnaan 

perbuatan pelakunya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, 

sengaja menyiapkan dan mempermudah pelaksanaanya atau berencana. 

Penetapan sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan sengaja telah 

dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 

340.  

 



85 

 

 

 

2. Model penetapan sanski hukuman pelaku pembunuhan dengan sengaja 

dalam hukum pidana Islam memberikan hak kebebasan kepada pihak ahli 

waris untuk memilih sanksi hukumannnya meskipun dalam jalannya 

beracara mendapat pengawasan oleh hakim, sedangkan di dalam hukum 

pidana di Indonesia penetapan sanksi hukuman terletak pada putusan hakim. 

Hakimlah yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada 

pelaku pembunuhan dengan sengaja.  

3.  Pemberian sanksi hukuman di dalam hukum pidana Islam dapat 

diaplikasikan ke dalam hukum pidana Indonesia. Hukuman pidana Islam 

memiliki nilai yang berlebih dibandingkan hukum di Indonesia dalam 

penetapan sanksi, meskipun di sisi lain hukum pidana Islam ada sedikit 

kekurangan dalam prosedur beracara, karena tidaka ada rujukan buku yang 

menjelaskan mengenai hukum formilnya.  

Jika mengkaji hukum di Indonesia penjatuhan sanksi hukuman pembunuhan 

sengaja  hanya condong  kepada pelaku saja, akan tetapi dari pihak ahli 

waris tidak diberikan kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya. Oleh 

karena itu, dalam menetapkan sanksi hukuman ahli waris harus diberikan 

kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya dan prosedur acaranya masih 

dalam pengawasan penegak hukum. Disitulah letak efektifitas dalam 

penegakan  hukum di Indonesia, karena penegak hukum yang lebih 

menguatamakan kemaslahatan akan memberiakn dampak positif bagi kedua 

belah pihak yang sedang berperkara dan dapat memberikan pembelajaran 

kepada masyarakat secara umum.  
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B. Saran  

Adapun saran penyusun dapat berikan sehubungan dengan penyusunan 

skripsi ini:  

1. Pembaharuan undang-undang sangat perlu dilakukan, lembaga legislatif 

harus jeli dalam merancang dan menetapkan undang-undang yang baru. 

Melihat Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340 lebih dicondongkan untuk 

pelaku, maka korban yang sangat yang dirugikan harus juga diperhatikan  

yang berkenaan dengan hak-haknya demi kelanjutan hidupnya 

2. Demi menjaga ketertiban masyarakat penegak hukum harus memberikan 

hak kebebasan terhadap pihak korban tindak pidana pembunuhan sengaja 

untuk memilih sanksi hukumannya. Pengawasan dalam prosedur 

penetapan harus juga dijaga atau dikawal secara ketat  
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LAMPIRAN 

DAFTAR TERJEMAHAN 

NO BAB HLM FOOT NOTE TERJEMAHAN 

1 I 4 9 Wahai orang-orang yang beriman! 

Diwajibkan atas kamu (melakukan) 

qisa>s berkenaan dengan orang yang 

dibunuh. Orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba sahaya 

dengan hamba sahaya, perempuan 

dengan perempuan tetapi barang 

siapa yang memperoleh maaf 

saudaranya hendaknya ia 

mengikutinya dengan baik, dan 

membayar diyat (tebusan) 

kepadanya dengan baik (pula). 

Yang demikian itu adalah 

keringanan dan rahmat dari 

Tuhanmu. Barang siapa yan 

melampaui batas setelah itu, maka 

ia kan mendapatkan azab yang 

sangat pedih.  

2 I 4 10 Dan dalam qisas itu ada (jaminan 



 
 

II 
 

kehidupan bagimu, Wahai orang-

orang yang berakal agar kamu 

bertakwa.  

3 I 4 11 Dan tidak patut bagi seseorang 

yang beriman membunuh orang 

(yang lain), kecuali karena tersalah 

(tidak sengaja). Barang siapa yang 

membunuh seseorang yang beriman 

karena tersalah (hendaklah) dia 

memeerdekakan seseorang hamba 

sahaya yang beriman serta 

(membayar) tebusan yang 

diserahkan kepada keluarganya (si 

terbunuh itu), kecuali jika mereka 

keluarga terbunuh membebaskan 

pembayaran. Jika dia (si terbunuh) 

dari kaum yang memusuhimu, 

padahal ia orang yang beriman 

maka (hendaklah) si pembunuh 

memerdekakan hamba sahaya yang 

beriman. Dan jika dia (si terbunuh) 

dari kaum (kafir) yang ada 

perjanjian (damai) antara mereka 



 
 

III 
 

dengan kamu, maka hendaklah si 

pembunuh membayar tebusan yang 

diserahkan kepada keluarganya (si 

terbunuh) serta memerdekakan 

hamba sahaya yang beriman. 

Barang siapa yang tidak 

mendapatkan (hamba sahaya), 

maka hendaklah dia (si pembunuh) 

sberpuasa dua bulan berturut-turut 

sebagai taubat kepada Allah. Dan 

Allah Maha mengetahui dan Maha 

Bijaksana.  

4 II 30 3 Dan janganlah kamu membunuh 

orang yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) kecuali dengan 

suatu (alasan) yang benar. Dan 

barang siapa yang dibunuh secara 

dzalim, maka sungguh kami telah 

memberi kekuasaan kepada 

walinya, tetapi janganlah walinya 

itu melampaui batas dalam 

pembunuhan. sesungguhnya dia 

adalah orang yang mendapat 



 
 

IV 
 

pertolongan.  

5 II 40 25 Tetapi kami tidak akan menyiksa 

sebelum kami mengutus seorang 

Rasul.  

6 III 54 11 Denda bagi yang membunuh karena 

kekeliruan adalah seperlima dari 20 

ekor hiqqah (unta yang memasuki 

tahun kelima), 20 ekor bintu 

makhadh ( unta betina yang 

memasuki tahun kedua), dan 20 

ekor bintu labun (unta betina yang 

memasuku tahun ketiga)”. (HR Al-

Daruquthni. Imam yang Empat juga 

meriwayatkan hadis tersebut 

dengan redaksi: 20 ibnu mukhadh 

mengantikan redaksi labun. Sanad 

hadis pertama lebih kuat. Ibn Abu 

Syaibah meriwayatkan jalan lain 

secara mauquf, dan ia lebih sahih 

dari marfu> 

 

7 III 63 34 Kecuali orang-orang yang bertaubat 

sebelum kamu dapat menguasai 



 
 

V 
 

mereka; maka ketahuilah bahwa 

Allah Maha Penagmpun, Maha 

penyayang.  

8 III 64  38 Kami telah menetapkan bagi 

mereka, taurat bahwa nyawa 

(dibalas) dengan nyawa, mata 

dengan mata, hidung dengan 

hidung. Telinga dengan telinga, 

gigi dengan gigi, dan luka-luka (ada 

qisasnya) balasan yang sama. 

Barang siapa melepaskan (hak 

qiasas)nya, maka itu menjadi 

penebus dosa baginya. Barang 

siapa tidak memutuskan perkara 

menurut apa yang diturunkan oleh 

Allah, maka  
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